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Perbedaan sanksi bagi pelaku pemerkosaan pada KUHP Indonesia dan KUHP Syri’ah
Negara Bagian Zamfara sangat mencolok. KUHP Indonesia hanya menerapkan pidana
penjara selama 12 tahun bagi pelaku pemerkosaan. Sedangkan, pada KUHP Syri’ah
Negara Bagian Zamfara pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak
seratus kali dan hukuman penjara selama satu tahun bagi pelaku berstatus belum
menikah dan hukuman rajam bagi pelaku pemerkosaan yang berstatus telah menikah.
Bagi pelaku tersebut diwajibkan membayar mahar kepada korban pemerkosaan.
Sehingga, dirasakan mampu memberikan prevensi general maupun prevensi special
para pelaku atau calon pelaku pemerkosaan untuk berpikir kembali sebelum melakukan
tindak pidana pemerkosaan.
A. PENDAHULUAN
Salah satu masalah penegakan hukum yang harus mendapat perhatian khusus di
Negara inidonesia adalah masalah tindak pidana perkosaan. Karena akibat dari tindak
pidana perkosaan khusus bagi perempuan sangat merugikan. Pasca terjadi perkosaan
perempuan yang diperkosaan bisanya bisa mengalami traumatic yang berkepanjangan,
perasaan malu, tadak mampu membina hubungan dengan  baik dimasyarakat serta
kadangkala ada stigma  terhadap korban perkosaan. Penderitaan dalam arti menjadi
korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik,mental
maupun moral social, ekonomis. Dari data yang bersumber jurnal perempuan.com yang
lansung dikutip dari Laporan Komnas Perempuan 2011, menyatakan bahwa pada tahun
2011 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka perkosaan,
yakni 400.939, dan perkosaan di tempat public atau tempat umum terjadi perkosaan
sebanyak 22.285 kasus.2 Karena, korban tindak pidana pemerkosaan itu sendiri bukan
hanya wanita yang telah dewasa, melainkan tindak pidana pemerkosaan itu sendiri
sekarang bisa terjadi pada anak perempuan yang masih kecil, yang masih tidak tahu
dengan apa itu hubungan seksual. Bukan hanya tidak mengenal umur korban, tindak
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
2 http://jurnalperempuan.com/2011/11/perkosaan-dan-kekuasaan/
2pidana pemerkosaan juga dilakukan tidak mengenal tempat. Tempat-tempat umumpun
sekarang bisa menjadi bahaya bagi wanita yang selalu menjadi korban pemerkosaan.
Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi
merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari
tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah- olah pelaku tindak pidana perkosaan
tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang
tercantum dalam Pasal 285 KUHP :
Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .3
Jika melihat formulasi sanski yang ditertulis dalam Pasal 285 KUHP diatas maka
hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun . tetapi
dalam kenyataannya didalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanski
pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim
menjatuhkan hukuman  yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah
satu hal ini yang menyebakan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.
Khususnya di daerah Provinsi Bengkulu, berdasarkan sumber yang didapat dari POLDA
Bengkulu dari tahun 2010 sampai tahun 2012 (dari bulan januari sampai bulan april)
terjadi peningkatan tindak pidana pemerkosaan. Pada tahun 2010 terjadi 9 (sembilan)
kasus pemerkosaan, pada tahun 2011 terjadi 11 (sebelas) kasus pemerkosaan, dan pada
tahun 2012 (dari bulan januari sampai bulan april ) terjadi 5 (lima) kasus tindak pidana
pemerkosaan4. Dengan melihat angka tersebut terlihat jelas kasus tindak pidana
perkosaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan hal ini menunjukan
Sistem peradilan pidana tidak mampu berfungsi dengan baik sebagai alat general
prevention artinya sebagai media pencegah kejahatan hal ini dikarena sanski pidana
biasanya berupa pidana perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan Hakim terhadap
pelaku perkosaan relative ringan dan sangat bervaratif yang menyebabkan disparaty of
sentencing atau disparitas dalam penjatuhan pidana (Pengertian Disparitas penjatuhan
pidana menurut Molly Cheng: penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap tindak pidana
yang sama) terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Hal ini dimungkinkan karena
3 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Prof Moeljatno,S.H.
4 Data POLDA propinsi Bengkulu bulan april 2012
3didalam Pasal 285 tidak ada straf minima khusus yang ada adalah straf maksima khusus
ini berarti Hakim memilki keluasan untuk bergerak menjatuhkan sanksi dari straf
manima umum yaitu satu hari sampai dua belas tahun seperti yang tercantum dalam Pasal
285 KUHP. Hakim juga tidak memilki alternative menjatuhkan sanski pidana yang lain
dikarena KUHP hanya merumuskan sanksi penjara dua belas tahun bagi pelaku
perkosaan tanpa ada alternative atau kumulatif dengan pidana lain semisal corporal
sanction atau sanksi pidana badan (berupa cambuk atau rajam)
Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakuakn kajian komfaratif
jenis sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan antara KUHP Indonesia dengan Code
Penal Zamfarah State Negria 2003 hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan
sumbangsih bagi ius constituendum yang akan datang sehingga penegakan hukum di
Indonesian dapat (doelmatigheid, doeltreffeheid)berhasil guna dan berdaya guna5.
Menurut Black’s Law Dictionary dikemukakan, bahwa Comparative Jurisprudence ialah
suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan
berbagai macam sistem hukum (the studi of principle of legal science by the comparison
of various system of law).6
B.PEMBAHASAN
Pemilihan Negara Zamfara State of Negeria dalam melakukan kajian komfaratif
dalam tulisan ini dikarenakan Negara Zamfara adalah Negara berkembang seperti halnya
Indonesia serta Negara Zamfara State of negeria telah memilki code penal (KUHP)
sendiri yang berdasarkan landasan filosofi, kultural sosial masyarakat Negeria dan juga
Negara Nigeria merupakan Negara Islam yang code penalnya berdasarkan Syariah yang
disebut Code Penal Zamfara of Negeria Bentuk negara Nigeria adalah Federal. Negara
Federal ditandai adanya pemisahan kekuasaan negara antara pemerintahan nasional
dengan unsur-unsur kesatuannya (negara bagian, provinsi, republik, kawasan, atau
wilayah). Pembagian kekuasaan ini dicantumkan ke dalam konstitusi (undang-undang
dasar).7
Sumber Hukum di Negara Nigeria adalah
a. The Constitution
5 Safri Nugraha,Hukum Administrasi Negara,,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007,Hal7





e. Islamic law, and
f. Judicial precedents. 8
Dengan melihat salah satu sumber hukum di Nigeria adalah Hukum islam, maka
tidak heran apabila di salah satu negara bagian Nigeria menerapkan hukum pidana islam
untuk mencegah tindak pidana dan melindungi kepentingan individu, kepentingan
masyarakat dan kepentingan negara. Karena, pemerintah Nigeria tidak mengadopsi suatu
agama untuk agama negara dan itu dijelaskan didalam konstitusi Nigeria pasal 10 “The
Government of the Federation or of a State shall not adopt any religion as State
Religion”9.
Negara Nigeria terdiri dari 36 Negara bagian, dan salah satunya adalah negara
bagian zamfara atau “zamfara state of Nigeria” . Zamfara merupakan sebuah negara
bagian di Nigeria. Letaknya di bagian barat laut. Ibu kotanya ialah Gusau. Didirikan pada
tahun 1996. Negara bagian ini memiliki luas wilayah 39.762 km². 10 Hukum pidana yang
diterapkan di Negara bagian Zamfara berdasarkan Syari’ah yang bersumber dari Al-
Qur’an dan Sunnah Rasullah SAW.
Didalam KUHP Syariah Zamfara State Of Nigeria, dijelaskan ada 12 pasal yang
mengatur secara garis besar perbuatan perzinahan itu sendiri. Sedangkan di KUHP
Indonesia ada 13 pasal yang mengatur perzinahan secara garis besar. Diantara kedua
KUHP tersebut, masing-masing menempatkan bagian tersendiri untuk tindakan
kesusilaan atau perzinahan.
Di KUHP Syariah Zamafara State Of Nigeria, sebelum memberikan sanksi kepada
pelaku pemerkosaan, terdapat pasal yang menjelaskan terlebih dahulu unsur-unsur yang
dapat dikatakan pemerkosaan, yaitu terdapat pada pasal 128, yang berbunyi :
(1) A man is said to commit rape who, save in the case referred in subsection (b), has
sexual intercourse with a woman in any of the following, circumstances: ( (1)
seorang pria dikatakan melakukan pemerkoasaan, apababila didalam kasus yang
dimaksud pada ayat (b), telah berhubungan seksual dengan seorang wanita, dengan




5(2) against her will; ( melawan kehendaknya).
(3) without her consent, (Tanpa Persetujuannya),
(4) with her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of
death or of hurt;(dengan persetujuannya, ketika persetujuannya telah diperoleh
dengan menempatkan dirinya dalam ketakutan akan kematian atau terluka)
(5) with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her
consent is given because she believes that he is another man to whom she is or
believes herself to be lawfully married; ( dengan persetujuannya, waktu orang itu
tahu bahwa dia akan suaminya dan yang persetujuannya diberikan karena dia
percaya bahwa dia adalah orang lain kepada siapa atau percaya diri untuk menikah
secara sah).
(6) with or without her consent, when she is under fifteen years of age or of unsound
mind. (dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berada di bawah lima belas
tahun atau tidak waras).
Sexsual intercourse by a man with his own wife is not rape. EXPLANATION: Mere
penetration is sufficient to constitute the Sexual intercourse necessary to the offence of
rape. ((2) hubungan seksual oleh seorang pria dengan istri sendiri tidak
memperkosa.)11
Sanksi yang diberikan bagi pelaku pemerkoasaan, dijelaskan pada pasal 129 :
Whoever commits rape, shall be punished: (Siapa pun yang melakukan perkosaan
dipidana;)
(A) with caning of one hundred lashes if unmarried, and shall also be liable to
imprisonment for a term of one year; or ((A) dengan cambuk seratus kali cambukan
jika belum menikah, dan juga dikenakan hukuman penjara selama satu tahun, atau;)
(B) if married with stoning to death (rajm) , ((B) Jika menikah dengan rajam sampai
mati)
(C) in addition to either (a) or (b) above shall also pay the dowry of her equals (sadaq
al-mithli). ( (C) selain (A) atau (B) di atas juga harus membayar mas kawinnya
sama dengan (SadaqAl-Mithli))12
Terdapat beberapa macam hukumam bai pelaku tindak pidana perkosaan pada code
penal law zamfara state of nigeria yang pertama adalah dengan di cambuk seratus kali
jika belum menikah dan juga dikenakan hukumam penjra selama 1 tahun, Apabila
pelaku dinyatakan belum menikah maka hukuman yang dikenakan adalah seratus kali




6tersebut dinyatakan telah menikah maka, dirajam sampai mati. Dan semua pelaku harus
membayar mas kawin dari perempuan korban dari pemerkosaan tersebut.
Hukuman cambuk atau hukuman Dera (Jild) ditetapkan untuk memerangi segala
faktor (psikologis) yang mendorong diberlakukannya tindak pidana dengan menggunakan
faktor yang dapat menolak dan mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut.13 Jadi,
pelaku dapat memikirkan kembali untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan
sanksi hukuman cambuk. Dengan meninggalkan bekas pada psikologis pelaku, sehingga
kenangan atas rasa sakit dari cambukan yang diberikan  atas tindak pidana pemerkosaan
masih akan terasa. Dengan demikian, diharapkan hukuman tersebut dapat menghalangi
pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Hukuman cambuk hanya diberikan kepada
pelaku apabila pelaku dalam status belum menikah.
Namun, hukuman bagi tindak pidana pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku,
karena tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu paksaan berzina dari pelaku kepada
korban dengan suatu ancaman tertentu. Allah berfirman didalam Qur’an Surat al-
An’am[6] : 119, yang artinya :
“…padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya
kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa…” (QS.al-An’am[6] : 119)
Pidana bagi pelaku pemerkosaan yang dijelaskan didalam KUHP Indonesia yang
tercantum pada pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “ Barang siapa dengan kekerasan
atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh
dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun”. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2 ,yaitu ” Jika salah satu dari kejahatan
seperti tersebut dalam pasal 285,286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
Rumusan tindak pidana yang terdapat pada pasal 285, yaitu :
1. Barang Siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya
4. Melakukan persetubuhan dengan pelaku.
5. Diluar perkawinan.
13 Ensiklopedia hukum pidana islam Jilid III. Hal 42.
7Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa “ Barang siapa
dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan
istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun”. Dengan pasal 291 KUHP ayat 2 ,yaitu ” Jika salah
satu dari kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285,286,287,289, dan 290 mengakibatkan
kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Maka,
hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih
dioptimalkan pada pidana penjara.
Didalam KUHP Indonesia yang tercantum pada pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa








1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
Pidana penjara adalah jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan. Prof.
Jesheck mengatakan bahwa pidana penjara disebut sebagai das Riickgrat des
Straffensystems.14 Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara
waktu. Pidana penjara seumur hidup ini mempunyai arti bahwa terpidana harus menjalani
pidana penjara selama hayat dikandung badan. Sehingga jenis pidana ini merupakan
bentuk pidana yang bersifat permanen, poena proxima morti, artinya ; pidana yang peling
dekat dengan pidana mati. Jenis pidana penjara sementara untuk selama-lamanya 20
tahun atau pidana penjara seumur hidup tidak dicantumkan terhadap delik yang diancam
dengan pidana mati. 15
Batasan mengenai jangka waktu minimal dan maksimal, dijelaskan pada pasal 12
KUHP ;
(1)Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
14 Roni Wiyanto,S.H,M.H, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Mandar Maju. Hal. 126.
15 Ibid.
8(2)Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama
lima belas tahun berturut-turut.
Perbedaan sanksi bagi pelaku pemerkosaan pada KUHP Indonesia dan KUHP
Syri’ah Negara Bagian Zamfara sangat mencolok. KUHP Indonesia hanya menerapkan
pidana penjara selama 12 tahun bagi pelaku pemerkosaan. Sedangkan, pada KUHP
Syri’ah Negara Bagian Zamfara pelaku pemerkosaan akan dijatuhi hukuman cambuk
sebanyak seratus kali dan hukuman penjara selama satu tahun bagi pelaku berstatus
belum menikah dan hukuman rajam bagi pelaku pemerkosaan yang berstatus telah
menikah. Bagi kedua pelaku tersebut diwajibkan membayar mahar kepada korban
pemerkosaan. Sehingga, ini dirasa memberikan efek yang membuat pemikiran para
pelaku atau calon pelaku pemerkosaan untuk berpikir kembali sebelum melakukan tindak
pidana pemerkosaan.
Pasal 285 KUHP Indonesia tentang tindak pidana perkosaan ini tidak menerapkan
pidana denda, sehingga korban tidak mendapatkan secara nyata kemenangan atas kasus
pemerkosaan yang menimpanya kecuali rasa puas atas dipidananya pelaku tindak pidana
pemerkosaan. Sehingga, untuk kejahatan perkosaan hakim harus berinisiatif sendiri untuk
bersama dengan jaksa mengusahakan adanya ganti kerugian, yaitu kompensasi dan
restitusi yang adil dan sesuai dengan kemamapuan yang bersangkutan.16
Berbeda dengan KUHP Syri’ah Negara bagian Zamfara yang menerapkan
pemberian mahar kepada korban tindak pidana pemerkosaan, sehingga korban juga
merasa bahwa hukum juga memperhaitkan hak-hak korban untuk memperoleh
perlindungan hukum. Tidak seperti Undang-Undang yang selalu melindungi dan
memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana.
Melihat dari pengaturan sanksi dalam code penal law zamfara state of Nigeria
dengan KUHP Indonesia maka pengaturan sanski bagi pelaku tindak pidana perkosaan di
code penal law zamfara lebih lengkap dan rinci dikarena didalam Pasal 129 mengemukan
macam sanksi yang dapat dijatuhkan dari corporal sanction (sanski pidana badan) berupa
cambuk atau canning dan dirajam sampai mati serta juga pidan penjara 1 tahun,
dijelaskan juga pelaku diwajibkan membayar kompensasi pelaku tindak pidana
16 Arif Gosita,S.H. 1987. RELEVANSI VIKTIMOLOGI : Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan.
Jakarta; IND.HILL-CO. Hal. 21.
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sebagi seorang perempuan yang merdeka ataupun budak harus dikenakan mahar atau
denda. Sedangkan daam Pasal 285 KUHP Indonesia sanksi bagi pelaku tindak pidana
perkosaan Haikim hanya memilki satu pilihan saja yaitu menjatuhkan pidana selama 12
tahun penjara dan itu merupakan straf maksima artinya hakim juga bisa menjatuhkan
sanski pidan dibawah 12 tahun penjara
Hendaknya dikemudian hari dalam pembuatan ius constituendum agar pengaturan
sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan di Idonesia lebih kumulatif dan bervariatif
yang mengedepakan kepentingan korban perkosaan karena jika telah terjadi perkosaan
maka yang sangat dirugikan secara berkepanjagana adalah perempuan korban perkosaan
tersebut.
C.KESIMPULAN
Perbedaan sanksi bagi pelaku pemerkosaan pada KUHP Indonesia dan KUHP
Syri’ah Negara Bagian Zamfara sangat mencolok. KUHP Indonesia hanya menerapkan
pidana penjara selama 12 tahun bagi pelaku pemerkosaan. Sedangkan, pada KUHP
Syri’ah Negara Bagian Zamfara pelaku pemerkosaan akan dijatuhi hukuman cambuk
sebanyak seratus kali dan hukuman penjara selama satu tahun bagi pelaku berstatus
belum menikah dan hukuman rajam bagi pelaku pemerkosaan yang berstatus telah
menikah. Bagi pelaku tersebut diwajibkan membayar mahar kepada korban pemerkosaan.
Sehingga, dirasakan mampu memberikan prevensi general maupun prevensi special para
pelaku atau calon pelaku pemerkosaan untuk berpikir kembali sebelum melakukan tindak
pidana pemerkosaan.
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